PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN

PENANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
memerlukan penyesuaian nomenklatur kementerian
dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja,
sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13
Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan
Penangkalan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6996);



Menetapkan
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4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);

6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi
dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 867);

7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13
Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan
Penangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan
Pencegahan dan Penangkalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1060) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 7 dan angka 19 Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah
Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.

4. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang
selanjutnya disebut SIMKIM adalah sistem teknologi
informasi dan komunikasi yang digunakan untuk
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mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi
guna mendukung operasional, manajemen, dan
pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi
Keimigrasian.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan
di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau
tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah
Indonesia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah
instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan di provinsi.

Kantor Imigrasi adalah wunit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten,
kota, atau kecamatan.

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis
yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat
penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai
Tindakan Administratif Keimigrasian.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik
Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi
administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap
Orang Asing di luar proses peradilan.

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang
untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh
undang-undang.

Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing
untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
Keimigrasian.

Pencegahan Dalam Keadaan Mendesak adalah permintaan
langsung dari pejabat yang berwenang kepada Pejabat
Imigrasi untuk mencegah orang yang disangka melakukan
tindak pidana bepergian ke luar negeri dalam situasi yang
sangat perlu, mendesak, atau mendadak, yang wajib
ditindaklanjuti secara tertulis.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu
negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi
internasional lainnya untuk melakukan perjalanan
antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun
elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing
oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik
secara manual maupun elektronik untuk berada di
Wilayah Indonesia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan
yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
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hukum.

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

19. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana
tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian.

20. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui
pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian
teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan
Undang-Undang mengenai Keimigrasian.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

y- :j-. Balai

W 4)) | Sertifikasi
11»'/ Elektronik

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

24 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR o4
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